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SALINAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALI KOTA BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 001 TAHUN 2019 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 126 
 

TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang    :  a.  bahwa    pengaturan    penilaian    kinerja    pegawai    dan 

pemberian  tunjangan  kinerja  di  lingkungan  Pemerintah 

Kota  Bandung  telah  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2017 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung,  namun  dalam  perkembangannya  perlu 

dilakukan penyesuaian dan perubahan dalam rangka 

penghitungan  kinerja  dan  pemberian  tunjangan  kinerja 

bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 

secara berkeadilan dan terukur dalam pencapaian target 

kinerja secara individu maupun secara institusional; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

 

Mengingat  :    1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen; 

2.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur 

Negara; 

3. Undang-Undang … 

https://www.bphn.go.id/data/documents/05uu014.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu005.pdf
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3. Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4.  Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014    tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

5.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2011  tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 

8.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

10. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan 

Reformasi   Birokrasi   Nomor   63   Tahun   2011   tentang 

Pedoman   Penataan   Sistem   Tunjangan   Kinerja   Pegawai 

Negeri; 

11. Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor  27  Tahun  2012 

tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung; 

12. Peraturan    Wali   Kota   Bandung   Nomor   016   Tahun 

2016 tentang  Nama  Jabatan  dan Kelas  Jabatan  di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

13. Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  126  Tahun  2018 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkunagan 

Pemerintah Kota Bandung; 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan     :  PERATURAN  WALI  KOTA  BANDUNG  TENTANG  PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 126 TAHUN 

2018     TENTANG     PENILAIAN     KINERJA     PEGAWAI     DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. 

 
 

Pasal … 

https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu036.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/10pp053.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/11pp046.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/17pp011.pdf
http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/432/permendagri-no-13-tahun-2006
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn310-2011.pdf
https://jdih.menpan.go.id/puu-361-Peraturan%20Menpan.html
https://jdih.menpan.go.id/puu-361-Peraturan%20Menpan.html
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perda_no_%2027_2012_%20Perstasi%20Kerja%20PNSD_docx.pdf
../../../2016/PERWAL%202016%20PDF/Perwal%201481%20Tahun%202016%20Nama.%20Kelas%20Jabatan%20+%20LAMPIRAN%20(2).pdf
../../../2016/PERWAL%202016%20PDF/Perwal%201481%20Tahun%202016%20Nama.%20Kelas%20Jabatan%20+%20LAMPIRAN%20(2).pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perwal%20126%20Tahun%202018_13_07_2018_07_19_35.pdf
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Pasal I 
 

Beberapa   Ketentuan   dalam  Peraturan   Wali   Kota   Bandung 

Nomor 126  Tahun  2018 tentang Penilaian  Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2018 Nomor 5), diubah sebagai berikut: 

 
 

1. Ketentuan  angka  28,  angka  51,  angka  52  dan  angka  54 
 

Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

1.    Daerah Kota adalah Kota Bandung. 

2.    Pemerintah   Daerah   Kota   adalah   Pemerintah   Kota 

Bandung. 

3.    Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 

4.    Sekretaris   Daerah   adalah   Sekretaris   Daerah   Kota 

Bandung. 

5.    Asisten  adalah  Asisten  pada  Sekretariat  Daerah  Kota 

Bandung. 

6.  Atasan  langsung  adalah  pejabat  yang  memiliki 

kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya. 

7.    Bawahan   adalah   pegawai  yang  berada   setingkat   di 

bawah atasan langsung. 

8.    Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

9.    Kepala  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 

kepala  PD  adalah  Kepala  Perangkat  Daerah  di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

10.  Kepala   Unit   Organisasi   Perangkat   Daerah   adalah 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan 

Pengawas  pada  Perangkat  Daerah   yang  terdiri  dari 

Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bagian, Sekretaris, 

Kepala   Bidang,   Sekretaris   Kecamatan,   Kepala   Sub 

Bidang, Kepala  Seksi, Lurah, Kepala  UPT, Kepala Sub 

Bagian,  Sekretaris  Kelurahan  dan  Kepala  Sub  Bagian 

Tata Usaha UPT. 

11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang 

selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung. 

12. Inspektorat … 
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12.  Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung. 
 

13. Badan     Perencanaan     Pembangunan,     Penelitian     dan 

Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bapelitbang 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Kota Bandung. 

14.   Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  yang selanjutnya 

disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Bandung. 

15.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat  sebagai  PNS  secara  tetap oleh  pejabat  pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

16.  Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian. 

17.   Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mengangkat, 

memindahkan dan memberhentikan PNS di Lingkungannya 

atau   pejabat   lain   yang   ditunjuk   oleh   pejabat   yang 

berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan serta mempunyai kewenangan 

dalam hal legalitas dokumen. 

18.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bandung. 

19.  Jabatan Pimpinan Tinggi  yang selanjutnya disingkat JPT 
 

adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah; 
 

20.  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  adalah  PNS  yang  menduduki 
 

Jabatan Pimpinan Tinggi. 
 

21.  Jabatan  Administrasi  adalah  sekelompok  jabatan  yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

22.  Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan 
 

Administrasi pada instansi pemerintah. 
 

 
 

23. Jabatan … 



https://jdih.bandung.go.id 

5  

 

 

 

23. Jabatan     Pelaksana    adalah    sekelompok    PNS    yang 

bertanggung   jawab   melaksanakan   kegiatan   pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

24.  Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional 

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

25.  Validator  adalah  Pejabat  yang  berwenang  memvalidasi 
 

listing TKD. 
 

26.   Pejabat  Pelaksana  Tugas  yang selanjutnya  disingkat  PLT 

adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara 

karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu 

berhalangan tetap. 

27.   Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH 

adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara 

karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu 

berhalangan sementara. 

28.   Pegawai Titipan adalah PNS yang bekerja pada Pemerintah 

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang ditugaskan pada 

Pemerintah   Daerah   Kota   dan   ditetapkan   oleh   Kepala 

Daerah. 

29.  Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabadikan 

diri  dalam bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

30.  Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu 

jabatan-jabatan secara sistematis dengan menggunakan 

kriteria-kriteria   yang   disebut   sebagai   faktor   jabatan 

terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas 

jabatan; 

31.   Instruksi Khusus Pimpinan yang selajutnya disingkat IKP 

adalah Perintah tertulis atau lisan serta pesan-pesan dari 

Pimpinan  Daerah  yang  harus  dilaksanakan  dan 

diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

32. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU 

adalah   target   kinerja   dalam   periode   tertentu   bersifat 

tahunan  yang dinyatakan  dengan  nilai  kuantitatif  sesuai 

dengan tugas dan fungsi serta rencana kerja. 

 
 

33. Indikator … 


